PUTUSAN
Nomor 344/Pdt.G/2020/PA.Pyb
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksadan mengadili

perkara tertentupada tingkat pertamadalam sidang majelis hakim telah

menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

I, ccmpat dan tanggal - 1987,
agama Islam, pekerjaan dagang, Pendidikan Sekolah
Lanjutan Tingkat Atas, tempatkediamandi Desa Batang
Gadis Julu Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten
Mandailing Natal berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21
September2020 memberikankuasa kepada Ridwansyah
Lubis, SH. M.Kn Advokad pada Kantor Pengacara dan
Konsultan Hukum Ridwansyah Lubis, SH & Rekan yang
beralamatdi JI. Sukaramai Gg. Keluarga Desa Pidoli
Lombang Kecamatan PanyabunganKabupaten Mandailing
Natal selanjutnya disebut sebagai Pemohon
Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

I t-mpat dan tanggal |a i 052
agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan
Strata I, tempat kediaman di Kelurahan Longat Kecamatan
Panyabungan Barat Kabupaten MandailingNatal sebagai
Termohon/Konvensi Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon/Tergugat dan Termohon/Penggugat

serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA
Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 Agustus
2020 telah mengajukanpermohonanCerai Talak, yang telah terdaftardi
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KepaniteraanPengadilan Agama, dengan Nomor 344/Pdt.G/2020/PA.Pyb,
tanggal 24 Agustus 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1.

Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2009, Pemohon dengan Termohon

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten

Mandailing Natal sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: | EEEEEE°.

tertanggal 19 Oktober 2009;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah

orangtua Pemohon Desa Batang Gadis Julu Kecamatan Panyabungan

Barat KabupatenMandailingNatal selama 1 tahun, kemudianpindah

kerumah kontrakan di kelurahan Sipolu-polu di Kecamatan Panyabungar

Kabupaten Mandailing Natal, sampai pisah;

Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah

berhubungan layaknya suami isteri (ba’da ad-dukhul), dan telah dikaruniai 2

orang anak bernama:

a. Anak Perempuan (perempuan), umur 10 tahun;

b. Anak laki-laki(laki-laki),umur 9tahun dansaat ini tinggaldengan
Termohon;

Bahwa keharmonisandan kerukunan rumah tangga Pemohon dan

Termohon, tidak dapat dipertahankanlagi dikarenakansejak setahun

pernikahan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang secara terus

menerus antara Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya disebabkan

oleh:

a. Termohon sering melawan Pemohon;

b. Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain;

C. Antara keluarga Pemohon dan Termohon tidak harmonis;

d. Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan

Termohon terjadi pada tahun 2012, penyebabnya karena Termohon sering

meminta Pemohon menasehati Termohon agar Termohon tidak terlalu

sering pergi kerumah orangtua Termohon, akan tetapi Termohon tidak

perduli dan marah-marahkepada Pemohon serta Termohon mengusir
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Pemohon dari rumah, kemudian Pemohon pun pergi meninggalkan
kediaman bersama;

6. Bahwa sejak itu Pemohon dengan Termohon tidak lagi tinggal satu rumah
dan hingga sekarang tidak pernah bersatu kembali;

7. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah
mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa saat ini Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan
ikatan perkawinandengan Termohon, maka antara Pemohon dengan
Termohon tidak mungkin dirukunkan sehingga rumah tangga yang sakinah,
mawaddah, warohmah sangat sulit untuk diwujudkan;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada
Pengadilan Agama Panyabungan, agar menjatuhkan putusan yang amarnya
sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (Samsuddin bin Ramlan) untuk
menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Nur Asiah binti Suaib
Lubis) dihadapan sidang Pengadilan Agama Panyabungan;

3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan dan hukum yang berlaku ;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon
didampingi kuasanya dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah
berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuhproses mediasi
dengan mediator Hakim Risman Hasan, S.H.I, M.H, sebagaimana laporan
mediator tanggal 01 September 2020, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnyaMajelis Hakim membacakansurat permohonan
Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban
sekaligus gugatan rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:
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1. Bahwa Pada tanggal 12 Oktober 2009, pemohon dan termohon
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten
Mandailing Natal sesuai kutipan akta nikah Nomor XXX, tertanggal 19
Oktober 2009;

2. Setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah mertua
(orangtua pemohon) di Desa Batang Gadis Julu Kecamatan Panyabungan
Barat Kabupaten MandailingNatal selama 1 tahun Kemudian pindah
kerumah kontrakan di Kelurahan Sipolu-polu Jalan Bermula 7 Kecamatan
Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, sampai pemohon dan
termohon pisah;

3. Selama pernikahan antara pemohon dan termohon telah berhubungan
layaknya suami istri (ba'da ad-dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang an
yakni bernama:

a. Anak Perempuanlahir 07 Agustus 2010 (10 tahun) bersekolah di Mi
Model Panyabungan Aek Godang;

b. Anak laki-laki lahir 03 Oktober 2011 (09 tahun) bersekolah di temps
yang sama dengan kakaknya;

Sejak berpisah dengan pemohon tahun 2012, anak-anak tinggal bersama

ibunya (termohon).

4. Keharmonisan dan kerukunan rumah tangga antara pemohon dan
termohon sejak hitungan bulan menikah awal pertengkaran disebabkan
pemohon “selingkuh”, pemohon selingkuh sebanyak 3 kali Rakaina,
pada saat saya hamil anak pertama yaitu pada tahun 28&€@ua, pada
saat saya hamil anak yang kedua yaitu tahun 2011 dengan wanita ya
berbedakKetiga, pada saat anak saya yang nomor 2 berumur 6 bulan tahun
2012, pemohon selingkuh lagi dengan wanita yang berbeda. Saat inilal
puncak permasalahan dan pertengkaran di dalam rumah tangga kami.
Pada waktu terjadi pertengkaran itulah saya emosi, silap dan khilaf minta
cerai kepada pemohon karena saya sudah tak sanggup juga tak tahan akan
perilaku pemohon.Saya tidak pernah melawanpemohon,akan tetapi
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dikarenakan kondisi fisikis, tertekan membuat saya seolah-olah melawa
sehingga menimbulkan pertengkaran

5. Saya merasa keberatan dengan alasan pemohon untuk bercerai
dikarenakan saya menikah dengan laki-laki lain karena sampai pada saat
ini saya masih terikatpernikahanyang sah dengan pemohonsesuai
dengan kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tertanggal 19 oktober 2009;

6. Kalaupun akhirnya permohonancerai ini dikabulkan,saya tidak mau
difitnah dengan menyatakan bahwa saya telah menikah dengan laki-lal
lain, karena akan mempengaruhi kondisi fisikis dan mental anak saya
sampai kapan pun;

7. Sejak adanya perpecahan antara saya dan pemohon hingga pisah rumah
memang tidak pernah ada upaya kedua belah pihak untuk mendamaik
dan memperbaiki kondisi rumah tangga kami;

8. Mengenai yang disampaikan pemohon dalam menggugat cerai karena saya
sering meminta cerai memang benar adanya, dikarenakan seringnya saya
diselingkuhi seperti yang saya sampaikan di awal tadi;

9. Setelah kami menikah, tinggal dirumah kontrakanberalamatdi Jalan
Bermula 7 Kelurahan Sipolu-polu Kecamatan Panyabungan dan sering
bolak balik kerumah orangtua saya di Longat Kecamatan Panyabungan
Barat untuk mencari tambahan nafkah kami dengan melakukan beberapa
pekerjaan yaitu: Mengutip Coklat, Menjahit, Terkadang manderes, sore
bahkan sering saya pulang malam ke rumah kontrakan;

10. Bahwa Sejak pemohon mengajukan gugatan cerai pertama pada tahun
2013, pemohon dan saya sudah tidak satu rumah lagi. Sejak diajukannya
gugatan cerai sampai sekarang pemohon tidak pernah memberikan nafkah
ataupun belanja kepada saya sebagai istri dan kedua anak kami;

11. Bila memang perceraian ini solusi yang terbaik mohon kiranya Majelis
Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan hak saya dan kedua anak
saya yang antara lain:

a. Nafkah iddah sebesar Rp. 7.500.000;
b. Nafkah Lampau, karena selama januari 2013 sampai dengan sekarang

(bulan agustus) tahun 2020 pemohontidak pernah memberiuang
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belanja, pendidikan dan juga kesehatan kepada pemohon dan anak-
anak pemohon. Untuk itu, Termohon meminta Rp. 3.000.000,- x 92
bulan sebesar Rp. 276.000.000,-dan Termohon minta dibayar
sekaligus. Rincian sekolah anak-anak adalah:

1) Anak pertama Anak Perempuan:

- Tahun 2014 s.d tahun 2015 bersekolahdi TK Yahdina, JI.
Bermula VII Lk. IX Lintas Timur Kecamatan Panyabungan;

- Sekolah di MI Model Panyabungan dari tahun 2015 s.d tahun
2020;

- MDA di Kelurahan Longat sampai saat ini;

2) Anak kedua Anak laki-laki:

- Tahun 2016 s.d 2017 bersekolah di Islam Terpadu Al-Munawar JI.
Willem Iskandar/Darussalam No. 9 Aek Lapan Kelurahan Pidoli
Dolok;

- Sekolah di Ml Model Panyabungan dari tahun 2017 s.d tahun
2020;

- Sekolah di Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA) Nurul llmi di
Kelurahan Longat;

- Sekolah di MDA Kelurahan Longat sampai saat ini;

c. Kiswah: Termohon meminta baju seharga Rp. 500.000,- (satu pasang);

d. Mut’ah: Termohon meminta emas seberat 10 ameh;

e. Nafkah Anak: Biaya pendidikan dan kesehatan anak termohon meminta
nafkah anak sebesar Rp. 3.000.000,-/ bulan untuk 2 orang, dan
disesuaikan dengan tingkat kebutuhan anak ketika pendidikan terus
berlanjut;

f. Termohon meminta uang mahar kepada pemohon sebesar Rp.
8.000.000,-, karena uang tersebut di pakai pemohon untuk pesta di
rumah orangtua pemohon pada saat kami menikah tahun 2009 dan
sampai saat ini belum dikembalikan pemohon;

g. Hutang pemohon kepada termohon 2 buah kaplingan rumah. Kavlingan
tersebut di bagi 2 menjadi 1 buah untuk pemohon dan 1 lagi buat
termohon, dan kavlingan untuk termohon belum ada diganti pemohc
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kepada termohonsampai saat ini. Untuk itu, termohon meminta
kavlingan itu dikembalikan kepada termohon.

h. Hutang pemohonkepada termohonsebesar Rp. 3.200.000,-, Untuk
pembayaran ongkos anak pemohon dan termohon ke sekolah.
Pemohon baru membayar 3 bulan sebesar Rp. 400.000,- x 3 bulan
Rp. 1.200.000,-, sisa hutang selama 9 bulan menjadi Rp. 400.000,- x 9
bulan = Rp. 3.200.000,-

12. Perlu saya sampaikandi depan Majelis Hakim yang terhormat,saya
memang seorang PNS/ guru, akan tetapi saya tidak memiliki gaji lagi yang
bisa diharapkan untuk menutupi biaya hidup dan biaya pendidikan ana
anak, karena SK saya sudah tergadaikan. Hanya penghasilan dari usah:
sampingan saya sebagai penjahitlah selama ini yang menutupi kebutuhan
hidup kami bertiga. Oleh sebab itu, Majelis Hakim saya tetap ingin
mempertahankan rumah tangga ini

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan
replik dalam konvensi sekaligus jawaban dalam rekonvensiyang pada
pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa termohonmenolak dengan tegas dalil-daliljawaban termohon
kecuali dalam hal secara tegas Pemohon mengakui kebenarannya;

2. Bahwa Pemohon tetap pada Permohonan Pemohon sebelumnya ;

Berdasarkan Jawaban Termohon atas Permohonan Pemohon tertanggal 22

September 2020 sebagaimana telah disampaikan oleh Termohon maka dengan

ini Pemohon membantah beberapa hal terkait jawaban Termohon antara lain :

1. Tuduhan termohon yang menyatakan Pemohon selingkuh adalah tidak
benar, justru termohonlahyang selingkuh. Hal ini dibuktikandengan
pernyataan termohon sendiri kepada pemohon melalui sambungan telepon
bersama selingkuhan termohon;

2. Pada saat puncak pertengkaran antara Pemohon dan termohon, Termohon
mengusir Pemohon dari kediaman tempat bersama dengan melemparkar
keluar pakaian termohon agar pergi darnah tempat bersama, lalu
Pemohon pergi meninggalakan rumah tempat kediaman bersama ke rumah
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orangtua Pemohon di desa batanggadis kecamatan panyabungan barat,
sejaksaat itu pemohon dan termohon tidak pernah lagi bersama.

3. Keterangan termohon dalam jawaban termohon yang membantah bahw
termohon tidak menikah dengan laki-laki lain, justru keterangan tersebi
pemohon dapatkan dari termohon sendiri, bahwa termohon sudah menikah
dibawah tangan dengan laki-laki lain.

4. Keterangan termohon yang ingin tetap mempertahankan rumah tangga
Pemohon dan Termohon sungguh tidak beralasan, karena selama berpisah
Termohon justru mempamerkan hubungannya dengan laki-laki lain, dan
tidak pernah ada kata-katatersebutterucap sebelunyadiluar sidang
pengadilan yang mulia ini.

Terhadap Tuntutan termohon

1. Terhadap Nafkah Iddah yang dituntutoleh Termohon Sebesar Rp.
7.500.000,-(tujuh juta liama ratus ribu rupiah), yang dapat Pemohon penuhi
hanya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

2. Terhadap nafkah lampau, dapat Pemohon jawab bahwa oleh karena
termohon yang mengusir Pemohon dari kediaman bersama, bagaimana
termohonmenuntutnafkah, dan sejak berpisah rumah Pemohon dan
termohontidak lagi rukun sebagamanalayaknya suami istri, namun
demikian Pemohon selama ini sering mengirim belanja melalui transfer
Bank kepada termohon sesuai kesanggupanPemohon karena rasa
tanggungjawab terhadap anak-anak. Terhadap tuntutan nafkah lampau ini
tidak dapat pemohon penuhi;

3. Terhadap Kiswah, termohonmemintabaju satu pasang seharga Rp.
500.000,- dapat pemohon sanggupi;

4. Terhadap Mut’'ah, termohon meminta emas seberat 10 (sepuluh) Ameh.
Dalam hal ini Pemohon tidak bisa menyanggupinya;

5. Terhadap biaya hidup dan biaya pendidikan anak-anak dapat Pemohon
jawab bahwa Pemohon bersedia agar anak-anak tinggal bersama pemohon
agar termohon tidak terbebani biaya anak-anak, namun jika anak-anak
tetap dalam asuhan termohon maka pemohon hanya menyanggupi bia
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anak-anak sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per anak per
bulan;

6. Terhadap Uang mahar sebagaimanadisebutkanoleh termohondapat
pemohon jawab bahwa tidak ada uang mahar yang Pemohon pakai sa
pesta dirumah Pemohon, dan itu tidak benar adanya;

7. Terhadap Hutang Pemohon atas Kavlingan rumah dapat pemohon jawal
bahwa tanah kavlingan tersebut merupakan harta bersama dan telah kami
jual bersama atas persetujuanbersamaPemohon dan termohonsaat
menjualtanah kavlingantersebut.Sehingga tidak ada hutang piutang
kepada siapapun termasuk kepada termohon;

8. Terhadap Hutang Pemohon kepada termohonatas ongkos anak-anak
pemohon kesekolah, dapat pemohon jawab bahwa biaya anak-anak
selama ini sering Pemohon kirimkan melalui transfer bank, dan Pemohon
tidak pernah berhutang kepada termohon selama ini. Untuk hal ini kar
tidak mengakui adanya hutang pemohon kepada termohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon kepada yang terhormat

Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memutusdengan amar putusan

sebagai berikut :

1. Menolak jawaban termohon untuk seluruhnya;

2. Menetapkan agar anak-anak dalam asuhan dan tinggal bersama pemohon,
agar termohon tidak terbebani biaya belanja anak;

3. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Memberikanijin kepada Pemohon SAMSUDDIN BIN RAMLAN untuk
menjatuhkan talak satu raj'i kepada NURASIAH BINTI SUAIB LUBIS di
hadapan sidang Pengadilan Agama Panyabungan;

5. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

Apabila Majelis Hakim pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusa

seadil-adilnya ( ex aequo et bono )

Bahwa terhadap replik dan jawaban rekonvensi tersebut, Termohon
mengajukan duplik sekaligus replik rekonvensi yang pada pokoknya sebag:
berikut:
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1. Saya tidak pernah selingkuh,tuduhan Pemohon tidak benar adanya,
permohonlah yang selingkuh selama berumahtangga tahun 2010, 2011 dan
2012, bahkan setelah perpisahan selama 8 tahun ini pemohon masih
selingkuh;

2. Ketika terjadi puncak pertengkaran antara Termohon dan Pemohon pernah
terucap kata Termohon mengusir Pemohon dari rumah dikarenakan:

a. Selama 3 (tiga) tahun pernikahan Termohonlah yang memenuhi semua
kebutuhan rumah tangga. Bahkan selama pernikahan Pemohon tidak
pernah membelikan 1 butir beras untuk menafkahi Termohon dan anak-
anak;

b. Tiga tahun berumahtangga Pemohon 3 (tiga) kali selingkuh. Dan setelah
berpisah selama 8 (delapan) ini masih tetap selingkuh dengan
perempuan yang berbeda-beda;

c. Pagi-pagipulang larut malam ke rumah kontrakandi Bermula 7
Kelurahan Sipolu-Polu. Kebutuhan batin Pemohon tidak dipenuhi karena
Pemohon sudah mendapatkannya dari Perempuan lain;

d. Bahkan memintashalat berjamaanselama kami berumah tangga
Pemohon tidak pernah mau sekalipun mengabulkannya;

3. Walaupun telah terucapkan oleh Termohon mengusir Pemohon dari rumah,
tetapi Pemohon masih tetap tinggal di rumah sebelum akhirnya Pemohon
meninggalkan Termohon dan anak-anak di rumah kontrakan;

4. Sampai saat ini Termohon tidak pernah melangsungkanPernikahan
dengan laki-laki lain, baik itu menikah secara di bawah tangan;

5. Walaupun Pemohon mengatakan bahwa keinginan mempertahankankan
rumah tangga tidak beralasan, kalau bisa Majelis Hakim yang mulia sampai
detik inipun Termohon ingin tetap mempertahankamlan memperbaiki
kondisi runah tangga demi anak-anak;

6. Terhadap hak saya dan anak-anak:

a. Nafkah Iddah, Termohon tetap meminta Rp. 7.500.000,-;

b. Nafkah Lampau. Termohon tetap mengharapkan agar dipenuhi karene
walaupun sudah berpisah rumah, tidak tinggal bersama selama 8 tahun,
bukankan saya dan anak-anak masih tanggungjawabPemohon.
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Memang benar Pemohon pernah mengirim uang beberapa kali untuk
membeli baju lebaran dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019
sebesar Rp. 1.000.000,-dan terakhirtahun 2020 sebesar Rp.
1.500.000,-. Biaya transport antar jemput anak-anak yang saya upahkan
kepada orang lain sebesar Rp. 400.000,- berjumlah Rp. 1.200.000,-.
Jadi uang dikirimkan Pemohon selama 8 tahun ini adalah = 8 jutaan;

c. Kiswah. Termohon tetap pada jawaban pertama sebesar Rp. 500.000,-
(satu pasangan);

d. Mut’ah. Termohon tetap pada jawaban pertama meminta emas seberat
10 Ameh;

e. Nafkah Anak. Biaya hidup dan dan biaya pendidikananak-anak,
termohon serahkan kepada Majelis Hakim yang mulia. Berapa layaknya
dan sepantasnyadengan kondisi kebutuhan pendidikansaat ini.
Mengingat anak-anak sudah bersekolah di MI Model Panyabungan Aek
Galoga Kelas 6 dan Kelas 4, sebentar lagi sudah memasuki tingkat
yang lebih lanjut. Termohon meminta anak-anak tetap bersama
Termohon dan tidak merasa terbebani. Sebagai orang tua Pemohon
dan Termohon tidak perlu saling mempermasalahkan tinggal dengan
siapa anak-anak karena anak-anak adalah amanah dari Allah SWT.
Keputusan nafkah biaya hidup dan biaya pendidikan anak-anak kami
minta dan serahkan pertimbangan dari Majelis Hakim;

f. Uang Mahar Termohon. Uang mahar sebesar Rp. 8.000.000,- tetap
Pemohon minta, karena itu hak saya dunia akhirat, terlepas Pemoho
tidak mengakuikebenaranuang tersebutdipakai untuk keperluaan
pesta di rumah orang tua Pemohon dan saya tidak dapat
membuktikannya karena perjalanan rumah tangga ini akan berakhir
seperti ini jadinya;

g. Kavlingan Rumah. Memang benar kavlingan rumah itu harta bersame
dijual atas persetujuanbersama yang uangnya digunakansebagai
modal usaha pemohon di daerah Bogor. Adapun saya minta diganti :
buah kavlingan hanya untuk anak-anak dan dibuat surtanya atas nama
anak-anak. Karena itu perjanjian dan kesepakatan kami ketika menjual
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kavlingantersebut.Juga alasan Pemohon mencabutpermohonan

perceraian yang diajukan pada tahun 2013 dan hendak memperbaik

hubungan rumah tangga kami;

h. Untuk biaya transport anak-anak sekolah sudah ditetapkan di depan
majelis hakim yang mulia ini sudah termasuk di dalam poin yang kedua.
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Termohon memohon kepada

yang terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk memutuskan deng

amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima jawaban Termohon seluruhnya;

2. Menetapkanagar anak-anak dalam asuhan dan tinggal bersama
Termohon, karena Termohon juga tidak merasa terbebani biaya hidug
dan biaya pendidikan anak-anak. Perlu huga saya sampaikan dihadapan
Majelis Hakim yang Mulia bahwa anak-anak adalah hal paling utama
dalam diri dan kehidupan Termohon;

Bahwa terhadap replik dalam rekonvensi tersebut, Pemohon
mengajukan duplik dalam rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:
Terhadap Tuntutan Termohon dalam Rekonvensi
1. Terhadap Nafkah Iddah yang dituntut oleh Termohon tetap Sebesar Rp.

7.500.000,-(tujuh juta liama ratus ribu rupiah) yang dapat Pemohon penuhi

tetap hanya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

2. Terhadap nafkah lampau, sebelumnyadalam jawaban Termohon
mengatakan tidak pernah mengirim nafkah untuk anak-anak, namun dalam
Dupliknya termohon telah mengakui ada menerimaRp. 8.000.000,-
(delapan juta rupiah), dalam hal ini termohon tidak jujur mengakui bah
Pemohon sering mengirim nafkah anak kepada Termohon dan uang yang
dikirim Pemohon kepada termohon lebih dari Rp. 8.000.000,- (delapan juta
rupiah).

3. Terhadap Kiswah, termohonmemintabaju satu pasang seharga Rp.
500.000,- dapat pemohon sanggupi.

4. Terhadap Mut’'ah, termohon meminta emas seberat 10 (sepuluh) Ameh.
Dalam hal ini Pemohon tidak bisa menyanggupinya, karena tidak memiliki
uang yang cukup.
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5. Terhadap biaya hidup dan biaya pendidikan anak-anak dapat Pemohon
sanggupi hanya sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per anak per
bulan. Oleh karena Termohon sebagai ibu kandung anak-anakyang
bersatatusPNS, mempunyaipenghasilanlebih besar dari Pemohon,
tentunya dapat menambah biaya belanja anak-anak sehari-hari.

6. Terhadap Uang mahar sebagaimanadisebutkanoleh termohondapat
pemohon jawab bahwa tidak ada uang mahar yang Pemohon pakai sa
pesta dirumah Pemohon, dan itu tidak benar adanya.

7. Terhadap Kavlingan rumah, oleh karena Termohon telah mengakui bahwa
kavlingan tersebut dijual atas persetujuan bersama antara Pemohon da
Termohon maka tidak ada lagi persoalan. Jika permintaan termohon agar
Pemohon mengganti satu kavlingan untuk anak-anak, saat ini belum dapat
pemohon penuhi karena pemohon belum memiliki uang untuk itu. Dan
tanggungjawab terhadap anak-anak dan masa depan mereka, Pemohon
berupaya semampu pemohon agar anak-anak punya masa depan yang
baik.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon kepada yang terhormat

Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memutus dengan amar putusa

sebagai berikut :

- Menolak Replik Termohon dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;

- Menetapkan agar anak-anak dalam asuhan dan tinggal bersama pemohon;

- Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

- Memberikanijin kepada Pemohon SAMSUDDIN BIN RAMLAN untuk
menjatuhkan talak satu raj'i kepada NURASIAH BINTI SUAIB LUBIS di
hadapan sidang Pengadilan Agama Panyabungan;

- Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

Apabila Majelis Hakim pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusa

seadil-adilnya ( ex aequo et bono )

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukar
bukti berupa:

A. Surat:
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1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No{j /2009 yang dikeluarkan olel
Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Barat tanggal 19 Oktober
2009 yang isinya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah
menikah pada tanggal 12 Oktober 2009 dan tercatat pada Kantor Urusan
Agama Kecamatan Panyabungan Barat, Kabupaten Mandailing Natal. Bukti
tersebut telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, dinazeglen dan
diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;

2. 1) Fotokopi Slip Setoran Bank: tanggal 12/12/2015 sebesar Rp.
50.000.000,4ifna puluh juta rupiah); 2) Fotokopi Slip Setoran Bank tanggal
01-12-2015 sebesar Rp. 2.200.00dya {uta dua ratus ribu rupiah); 3)
Fotokopi Slip Setoran Bank tanggal 29/03/2016 sebesar Rp. 1.000.000,-
(satu juta rupiah). Bukti pengirimanuang tersebut dikirim kepada
I o202 Nomor RekenindEEEEEEE-0.2. Fotokopi
tersebut telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, telah dinazeglen
dan diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;

3. 1) Fotokopi Slip Setoran Bank tanggal 09/02/2016 sebesar Rp. 500.00C
(lima ratus ribu rupiah ); 2) Fotokopi Bukti Transfer via ATM tanggal 20 Mei
2016 sebesar Rp. 1.000.000satu juta rupiah); 3) Fotokopi Fotokopi Bukti
Transfer via ATM tanggal 05 Oktober 2016 sebesar Rp. 900.000,-
(sembilan ratus ribu rupial); 4) Fotokopi Fotokopi Bukti Transfer via ATM
tanggal 02/05/2018 sebesar Rp. 500.00ima (ratus ribu rupiah); 5)
Fotokopi Bukti Transfer via ATM tanggal 31/12/2015 sebesar Rp. 250.000,-
(dua ratus lima puluhribu rupiall. Bukti pengiriman uang tersebut dikirim
kepada [ 1202 Nomor Rekening |G 2.
Fotokopi tersebut telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, tel
dinazeglen dan diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bul
P.3;

4. 1) Fotokopi Foto Termohon bersama dengan seorang laki-laki memakai
pakaian pengantin/adat minangkabau; 2) Fotokopi Foto Termohon bersama
seorang laki-laki dan 2 (dua) orang anak menggunakan pakaian
pengantin/adat minangkabau. Fotokopi tersebut telah disesuaikan dengan
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aslinya, telah dinazegelen serta diberi meterai secukupnya, selanjutnya

diberi tanda bukti P.4;

B. Saksi:

1. I umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani
tempat kediaman di Desa Batang Gadis, Panyabungan Jae, Kab.
Mandailing Natal di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai
berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi
adalah Paman Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2009 di
Panyabungan Barat;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki 2 (dua) orang anak yang
bernama Anak Perempuan(perempuan) umur 10 tahun dan Anak laki
laki (laki-laki), umur 9 tahun;

- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggabersama terakhir di rumah
kontrakan di Kelurahan Sipolu-polu Kecamatan Panyabungan;

- Bahwa setahu Saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon
rukun dan harmonis, namun 8 (delapan) tahun terakhir telah berpisc
tempat tinggal sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa setahu Saksi penyebab Pemohon dan Termohon pisah tempat
tinggal karena Termohon diusir oleh Pemohon dan akhirnya Pemohon
pergi meninggalkan rumah;

- Bahwa sejak berpisah Pemohon tinggal di Bogor kemudian terakhir di
Desa batang Gadis Julu Kecamatan Panyabungan Barat sedangkan
Termohon tinggal di Kelurahan Longat Kecamatan Panyabungan;

- Bahwa setahu Saksi Pemohon tetap mengirimkan uang belanja kepada
Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon;

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah uang pernah dikirim oleh
Pemohon kepada Termohon;

- Bahwa Setahu Saksi Pemohon bekerja sebagai Pedagang Beras di
Bogor;

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon;
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Bahwa setahu Saksi Pemohon tidak punya penghasilan lain;

Bahwa setahu Saksi Pemohon tidak tauh tentang hutang mahar kepada
Termohon;

Bahwa Saksi sendiri pernah menasehati Pemohon, akan tetapi Pemohon
sudah tidak bersedia kembali kepada Termohon;

Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada upaya damai dari keluarga kedt
belah pihak;

Bahwa Saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. I 0 umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petatr

tempat kediaman di Desa Batang Gadis, Panyabungan Jae, Kab.

Mandailing Natal di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai
berikut:
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Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi
adalah Tetangga;

Bahwa setahu Saksi Pemohon dan Termohon menikah sekitar 10
(sepuluh) tahun yang lalu;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki 2 (dua) orang anak yang
sekarang tinggal bersama Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama pertama kali di rumah
orang tua Pemohon di Desa Batang Gadis, Panyabungan Barat
kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan Sipolu-polu sampai
pisah;

Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis,
namun sekitar 7 (tujuh) tahun yang lalu telah pisah tempat tinggal;
Bahwa menurut cerita Pemohon, Pemohon diusir oleh Termohon dan
akhirnya Pemohon pergi meninggalkan rumah;

Bahwa menurut cerita Pemohon kepada Saksi, mereka telah 3 (tiga) kali
pisah rumah;

Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar

secara langsung;
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- Bahwa Pemohon sekarang tinggal di Desa Batang Gadis Julu yang
sebelumnya di Bogor, sedangkan Termohon tinggal di Kelurahan Longat
Kecamatan Panyabungan;

- Bahwa setahu Saksi Pemohon adalah Pedagang Beras di Bogor;

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Pemohon tetap mengirim uang kepada
Pemohon maupun anak-anak Pemohon dan Termohon;

- Menurut Saksi belanja untuk seorang anak setiap bulannya Rp.
300.000,-tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon dan Termohon ada di
damaikan oleh pihak keluarga atau tidak;

- Bahwa Saksi tidak sanggup untuk mendamaikanPemohon dan
Termohon;

Bahwa untuk membuktikardalil-dalilbantahandan rekonvensinya,

Termohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 23 Okober 2020 yang dibuat oleh Abdul
Kadir, saudara Kandung Termohon yang isinya menyatakan bahwa Abdul
Kadir tidak pernah menikahkanNurasiah dan menyaksikanNurasiah
menikah dengan siapapun. Fotokopi tersebut telah disesuaikan dengan
aslinya, ternyata sesuai, telah dinazeglen serta diberi meterai secukupnya,
selanjutnya diberi tanda bukti T.1;

2. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 23 Okober 2020 yang dibuat oleh Ali
Anwar, saudara Kandung Termohon yang isinya menyatakan bahwa Abdul
Kadir tidak pernah menikahkanNurasiah dan menyaksikanNurasiah
menikah dengan siapapun. Fotokopi tersebut telah disesuaikan dengan
aslinya, ternyata sesuai, telah dinazeglen serta diberi meterai secukupnya,
selanjutnya diberi tanda bukti T.2;

3. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Kontrakan Rumah Nomor 03 tahun 2013
yang isinya menerangkanbahwa Termohon telah membayaruang
sejumlah Rp. 3.500.00QGjga( juga lima ratus ribu rupiah sebagai biaya
kontrak ruma selama 1 (satu) tahun pada tahun 2013 k{J il Efendi.
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Fotokopi tersebut telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai, telah
dinazeglen serta diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti
T.3;

4. Fotokopi surat keterangan Nomor | O tang0al 21

September 2020 yang dikeluarkan oleh LerniEEEE Yahdina,
yang isinya merangkan taksasi biaya sekolah Anak yang bernama Anal

Perempuansejumlah Rp. 1.800.00Gat( juta delapan ratus ribu rupiah ).
Fotokopi tersebut telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai, telah
dinazeglen serta diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti
T.4;

5. Fotokopi Surat KeteranganNomor: | NG 6:2n002! 24
Oktober 2020 yang isinya menerangkan bahwa anak yang bernama Anak
Perempuan adalah siswa aktif || GczININENINIING - scjak
tahun ajaran 2015/2016 sampai dengan sekarang kelas VI (Enam) dengan
biaya sekolah sejumlah Rp. 2.200.000a- j@ta dua ratus ribu rupiah.

Fotokopi tersebut telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai, telah
dinazeglen serta diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti
T.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Aktif Nojjj | . 0/2020 tanggal 2¢
Oktober 2020 yang isinya menerangkab bahwa anak yang bernama Anak
Perempuanadalah siswa akti{jjj| | B 2nah Kelurahan Longat
sejak tahun 2017 sampai sekarang tahun 2020 dengan biaya sejumlah Rp.
1.503.000,-s4tu juta lima ratus tiga riburupiah). Fotokopi tersebut telah
disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai, telah dinazeglen serta diberi
meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T.6;

7. Fotokopi Surat keterangan Aktif Nojj /2020 tanggal 19
September 2020 yang isinya menerangkan bahwa anak yang bernama

Anak laki-laki adalah benar siswa di i | | ) N I - o . -

B A 2016/2017 dan telah menyelesaikan pendidikannya padz
bulan Juni 2017 dengan rincian biaya sejumlah Rp. 2.4802a0@a- (
empat ratus delapan puluh ribu rupiah). Fotokopi tersebut telah disesuaikan
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dengan aslinya, ternyatasesuai, telah dinazeglenserta diberi meterai
secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Nonji I 2020 tanggal 22

September 2020 yang isinya menerangkan bahwa biaya sekolah anak yang
bernama Anak laki-laki || ||} ]33l 'mi sebesar Rp. 45B6m084,- (
ratus limap puluh lima ribu rupiah). Fotokopi tersebut telah disesuaikan
dengan aslinya, ternyatasesuai, telah dinazeglenserta diberi meterai
secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T.8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Noiji /2020 tanggal 22
September 2020 yang isinya menerangkan bahwa biaya sekolah anak yang
bernama Anak laki-laki[| | | }JEEEEE' ''mi sebesar Rp. 1.026t000,- (
juta dua puluh ribu rupiah). Fotokopi tersebut telah disesuaikan dengan
aslinya, ternyata sesuai, telah dinazeglen serta diberi meterai secukupnya,
selanjutnya diberi tanda bukti T.9;

10. Surat Keterangan Nom il 2020 tanggal 24 Oktober 2020
yang isinya menerangkan bahwa anak yang bernama Anak laki-laki adalah

siswa aktif di || GG scjok tahun ajaran
2017/2018sampai dengan sekarang kelas IV (Empat) dengan biaya
sekolah sejumlah Rp. 950.00@embilan ratus lima puluh ribu rupiab.
Fotokopi tersebut telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai, telah
dinazeglen serta diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti
T.10;

11. Fotokopi Surat Keterangan Aktif NdiEEGzGzL0/2020 tanggal 2
Oktober 2020 yang isinya menerangkab bahwa anak yang bernama Anak

laki-lakia dalah siswa aktifjj| | |} QBSujfffflllll 2 Kelurahan Longat sejak
tahun 2019 sampai sekarang tahun 2020 dengan biaya sejumlah Rp.
563.000,-lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah). Fotokopi tersebut telah
disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai, telah dinazeglen serta diberi
meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T.11;

12. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor || EGGGEGEGzGCGanggal 9
Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan

Sipil Kabupaten Mandailing Natal, yang isinya menerangkan bahwa Ana
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laki-lakilahir pada tanggal 3 Oktober 2011 adalah anak kedua dari
I oo B Fotokopi tersebuttelah disesuaikan dengan
aslinya, ternyata sesuai, telah dinazeglen serta diberi meterai secukupnya,
selanjutnya diberi tanda bukti T.12;

13. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor |- 21902l 6
September 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil Kabupaten Mandailing Natal, yang isinya menerangkan bahwa Ana
Perempuan lahir pada tanggal 7 Agustus 2010 adalah anak pertama dari
B oo B Fotokopi tersebuttelah disesuaikan dengan
aslinya, ternyata sesuai, telah dinazeglen serta diberi meterai secukupnya,
selanjutnya diberi tanda bukti T.13;

14. Fotokopi Kartu Keluarga Nomo| 0002 yang dikeluarkan
tanggal 9 September 2011 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Mandailing Natal yang diisinya menerangkan tentang susunc
keluarga Pemohon dan Termohon serta 2 (dua) orang anak. Fotokopi
tersebut telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai, telah
dinazeglen serta diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti
T.14;

15. Fotokopi Surat Penetapan Rekening Kredit tanggal 16 Juni 2020 yang
dikeluarkan oleh PJS Wakil Pimpinan CabJj . ut yang isinya
menerangkan bahwa Termohon menerima Kredit dari Bank Sumut sebesar
Rp. 135.000.000,s¢ratus tiga puluh lima juta rupiah ) dalam jangka waktu
84 bulan. Fotokopi tersebut telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata
sesuai, telah dinazeglen serta diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi
tanda bukti T.15;

16. Printout hasil screenshoot berserta foto kendaraan roda 4 (empat) jeni
Toyota Rush dengan Nomor Pol Bl ERQ tahun 2019 atas nama
B Cukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya
ternyata sesuai, telah dinazeglen serta diberi meterai secukupnya,
selanjutnya diberi tanda bukti T.16;

17. Print Out hasil screenshoot foto Pemohon bersama seorang wanita dan foto
Termohon sedang videocall dengan seorang wanita. Bukti tersebut telal
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dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah dinazeglen serta dibe
meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T.17;

18. Print Out Foto warung beras serta screenshoot google maps yang isin
menerangkan bahwa warung beras tersebut adalah milik Pemohon. Bul
tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah dinazeglen
serta diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T.18;

B. Saksi:

1. I U 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani,
tempat kediaman di Longat, Kec. Panyabungan Barat, Mandailing Natal di
bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi
adalah Ibu Kandung Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah, terakhirtinggal
bersama di rumah kontrakan di Sipolu-polu;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak,
yaitu: Anak Perempuan(Perempuan) dan Anak laki-laki (laki-laki);

- Bahwa pada mulanya rumahtangga Pemohon dan Termohon baik-baik
saja, hamun sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah rumah
selama 8 (delapan) tahun;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon
bertengkar;

- Bahwa menurut cerita Termohon, mereka bertengkar karena Pemohot
selingkuh;

- Bahwa sekarang Pemohon tinggal dan berusaha di Bogor, sedangkan
Termohon tinggal di Longat;

- Bahwa selama pisah Termohon tidak dinafkahi oleh Pemohon;

- Bahwa Pemohon pernah melihat anak dan memberikan uang untuk
keperluan lebaran dikirim ke rekening sebanyak 1 (satu) juta rupiah;

- Bahwa setahu Saksi Pemohon tidak pernah memberikan uang secara
langsung kepada anak-anaknya;

- Bahwa setahu Saksi Termohon tidak pernah menikah lagi;
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Bahwa Saksi tidak tahu tentang sopir pribadi dan tidak ikut pada waktu
Termohon berwisata ke Bukittinggi;

Bahwa setahu Saksi Pemohon meminjammahar milik Termohon
sebanyak 8 (delapan)juta rupiah untuk keperluanPesta ditempat
Pemohon dan belum dibayar sampai sekarang;

Bahwa Saksi tidak tahu tentang pembelian tanah;

Bahwa Saksi tidak tahu tentang kendaraan Pemohon berupa mobil;
Bahwa Saksi tidak tahu tentang tanah perumahan yang telah dijual;
Bahwa menurut Saksi biaya yang diperlukan untuk satu orang anak
setiap harinya adalah Rp. 25.008ya(puluh lima ribu rupiah);

Bahwa Saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan
Termohon;

B i uur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani,

tempat kediaman di Kelurahan Sipolu-polu, Kec. Panyabungan,

Kab.MandailingNatal di bawah sumpahnya memberikanketerangan

sebagai berikut:

Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami
isteri karena Saksi adalah tetangga;

Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon
bertengkar;

Bahwa masalah yang Saksi dengar pada saat Pemohon dan Termohon
bertengkar adalah karena Pemohon selingkuh;

Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon pisah karena Pemohon di
usir oleh Termohon;

Bahwa Saksi melihat Pemohon diusir dari rumah dan pakaian Pemohon
dibuang keluar oleh Termohon;

Bahwa sejak berpisah, Pemohon tidak pernah lagi pulang kembali ke
rumah;

Bahwa setahu Saksi teman laki-laki/perempuadermohon pernah
datang ke rumabh;
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- Bahwa tentang nafkah selama pisah Saksi tidak tahu;

- Bahwa tentang hutang mahar Saksi tidak pula mengetahuinya;

- Bahwa setahu Saksi telah pernah diupayakan damai antara Pemohor
dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa Saksi tidak sanggup untuk mendamaikanPemohon dan
Termohon kembali;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan
kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, perkara ini
adalah mengenai sengketa perkawinan (celai talak) antara orang-orang yai
beragama Islam, maka sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a Undan
undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaima yang telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang
Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim berpendapat peckerdermasuk
kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para
pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan pegkartelah
memenuhi maksud pasal 130 HIR/154jRioty Pasal 82 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, Termohon
beralamat di Kelurahan Longat Kecamatan Panyabungan Barat, Kabupaten
Mandailing Natal yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama
Panyabungan sedangkan Termohon tidak membantah maupun mengajukan
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eksepsi akan alamat tersebut maka sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan

(2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan
perubahan keduanya dengan Undang-UndangNomor 50 Tahun 2009,
Pengadilan Agama Panyabungan berwenang secara Relatif untuk mengadili
perkara tersebut;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan Pemohon, Jawaban
Termohon serta bukti-bukti yang diajukan, Pemohon dan Termohon adalah
suami isteri sah yang menikah pada tanggal 12 Oktober tahun 2009, mal
Majelis Hakim berpendapat bahwa para pihak metagikistanding dalam
perkara ini;

Menimbang bahwa Pemohon berdasarkan surat kuasa khusus tanggal
21 September 2020 memberikan kuasa kepada Ridwansyah Lubis, SH. M.Kn
Advokad pada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Ridwansyah Lubis, SH
& Rekan yang beralamat di JI. Sukaramai Gg. Keluarga Desa Pidoli Lombang
Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Pemberian kuasa
tersebut telah memenuhi ketentuan SEMA Nomor 6 tahun 1994, oleh karena itu
Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan pedkpicadapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para
pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan pegkartelah
memenuhi maksud pasal 154 Rhigncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 5 bulan 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan
mediatorHakim Risman Hasan, S.H.l, M.H, namun berdasarkanlaporan
mediator tanggal 01 September 2020 mediasi tidak berhasil/gagal. Dengar
demikian, dalam pemeriksaaan perkagao telah memenuhi ketentuan Pasal
4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
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Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989 jdPasal 8 ayat (1), (2), dan (3) Rv dan Pasal 147 ayat
(1) R.Bg dihubungkan dengan permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim
berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil, oleh
sebab itu dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang,bahwa yang menjadi pokok permohonancerai talak
Pemohon terhadap Termohon karena antara Pemohon dan Termohon telah
terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabk
oleh Termohon sering melawan Pemohon, Termohon telah menikah lagi
dengan laki-laki lain, Antara keluarga Pemohon dan Termohon tidak harmonis
dan Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon yang pada akhirnya
menyebabkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tingg:
sejak tahun 2012 yang lalu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah
memberikanjawaban yang pada pokoknya membenarkantelah terjadi
perselisihandan pertengkaranantara Pemohon dan Termohon, namun
membantah alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon, sedangkan yang
menjadi penyebab perselisihandan pertengkaranantara Pemohon dan
Termohon menurut Termohon karena Pemohon selingkuh serta Termohon
mengakui telah mengusir Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon menyangkal tentang
penyebab adanya perselisihandan pertengkaranantara Pemohon dan
Termohon, namun mengakui adanya perselisihan di antara keduanya, serte
fakta dipersidanganyang menunjukkanadanya keinginanyang kuat dari
Pemohon untuk bercerai. Majelis Hakim berpendapatsejatinyaapa yang
didalilkan oleh Pemohon tentang perselisihan dan pertengkaran telah terbt
dan pengakuan Termohon telah dan sesuai dengan ketentuan Pasal 311 RBg,
Pengakuan yang diberikan di depan persidangan merupakan bukti lengkap dan
mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat dan mengikat, namun sesuai
dengan ketentuanPasal 283 RBg. Majelis Hakim tetap membebankan
pembuktian kepada Pemohon dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-
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undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim
memandang perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari pihak
keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon;

Menimbang,bahwa dari dalil-dalilpermohonanPemohon dengan
dihubungkan jawaban Temohon, replik dan duplik, maka yang menjadi poko
sengketa adalah telah terjadi perselisihandan pertengkaransecara terus
menerus antara Pemohon dan Termohon, meskipun penyebab pertengkaran di
antara keduanya diperselisihkan pula oleh Pemohon dan Termohon, yang pada
akhirnya perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan Pemohon dan
Termohon berpisah tempat tinggal sejak tahun 2012;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-daliinya Pemohon telat
mengajukan bukti surat P.1 dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) Nomor
88/24/X/2009 telah bermeterai cukumazgigelen, dan cocok dengan aslinya,
merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan
Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 Oktober 200¢
tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Barat
Kabupaten Mandailing Natal. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon,
sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena
itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup,
sesuai Pasal 285 R.B@uncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa 1) Fotokopi Foto Termohon
bersama dengan seorang laki-laki memakai pakaian pengantin/adat
minangkabau; 2) Fotokopi foto Termohon bersama seorang laki-laki dan 2 (dua)
orang anak menggunakanpakaian pengantin/adaiminangkabau.Fotokopi
tersebuttelah disesuaikandengan aslinya, telah dinazegelenserta diberi
meterai secukupnya. Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka (1) dan pasal
angka (1) Undang-UndangNomor 11 Tahun 2008 tentangInformasidan
Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Majelis Hakim berpendapat bahwa
bukti Foto tersebut termasuk salah satu bukti elektronik telah memenuhi syarat
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formil alat bukti. Bukti diajukan untuk membuktikandalil Pemohon yang
menyatakan bahwa Termohon telah menikah lagi, akan tetapi bukti terseb
dibantaholeh Termohon yang menyatakanbahwa foto tersebutbukanlah
pernikahan Termohon dengan pria lain, akan tetapi supir Termohon yang pada
waktu itu berfotodi Rumah Adat di Bukittinggisehingga Majelis Hakim
berpendapat bahwa bukti P.4 tidak memenuhi syarat materil pembuktian;
Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2, yang diajukan Pemohon
keduanya sudah dewasa, berakal sehat, serta bukanlah orang yang dilarar
untuk menjadi Saksi dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah
terlebih dahulu, oleh karenanya keduanya saksi tersebut memenuhi syarat
formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;
Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon mengenai
perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah fakte
yang tidak dilihat sendiri/didengasendiri/dialamisendiri/, oleh karena itu
keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur
dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohor
tentang Perselisihan dan Pertengkaran antara Pemohon dan Termohon harus
dikesampingkan;
Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon mengenai
pisah rumah antara Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung selama 8
(delapan) tahun dan selama berpisah tidak pernah bersatu kembali, adalal
fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan deng
dalil pemohon dalam posita nomor 5 (lima) yang harus dibuktikanoleh
Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syari
materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan
saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;
Menimbang, bahwa keterangansaksi 1 dan saksi 2 Pemohon
bersesuaiandan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu
keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya,
Termohon mengajukan bukti surat T.1, T.2, T.12, T.13 , T,14 dan T.17 serta 2
(dua) orang saksi;
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Menimbang, bahwa bukti T.1, dan T.2 adalah bukti tertulis berupa
fotokopi Surat Pernyataan tanggal 23 Okober 2020 yang dibuat oleh Abd
Kadir dan Ali Anwar, yang merupakan saudara Kandung Termohon yang isinya
menyatakanbahwa Abdul Kadir dan Ali Anwar tidak pernah menikahkan
B dan menyaksik§ il iah menikah dengan siapapun. Bukti tersebut
telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai
secukupnya, oleh karena itu secara formil dapat diterima sebagai alat buk
namun memperhatikankaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor
3428K/PDT/1985,“Surat bukti yang hanya merupakansuatu pernyataan
tidaklah mengikat dan tidak dapat disamakan dengan kesaksian yang
seharusnya diberikan di bawah sumpah di muka Pengadilan”, oleh karena itu
Majelis Hakim berpendapat bukti T.1 dan T.2 Termohon dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.12, berupa fotokopi Akta Kelahiran Nomor
1213CLU091120110496anggal9 Nopember2011 yang dikeluarkanoleh
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal, telah
bermeterai cukup, rdizegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta
otentik, yang isinya menerangkan bahwa Anak laki-lakilahir pada tanggal
Oktober 2011 adalah anak kedua (s ah R ddin, Bukti tersebut
tidak dibantah oleh Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat
formil dan materiil,oleh karena itu bukti tersebut mempunyaikekuatan
pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 28&ndtoB8asal
1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti T.13, berupa fotokopi Akta Kelahiran Nomor
1213CLU060920100357 tanggal 6 September 2010 yang dikeluarkan oleh
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal,, telah
bermeterai cukup, rdizegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta
otentik, menerangkan bahwa Anak Perempuan lahir pada tanggal 7 Agusti
2010 adalah anak pertama o lllkiah (S ddin, Bukti tersebut tidak
dibantah oleh Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil
dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuki
yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 jiiBig Pasal 1870 KUH

Perdata;
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Menimbang, bahwa bukti T.14, berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor
2130514044100002 tanggal 9 September 2011 yang dikeluarkan oleh Dii
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal, telah bermeterai
cukup, dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakanakta otentik,
menerangkan tentang susunan keluarga Pemohon dan Termohon serta 2 (dua)
orang anak, Bukti tersebuttidak dibantaholeh Pemohon, sehingga bukti
tersebuttelah memenuhisyarat formil dan materiil,oleh karena itu bukti
tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai
Pasal 285 R.Bguncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti T.17 Print Out hasil screenshootfoto
Pemohon bersama seorang wanita dan foto Termohon sedang videocall
dengan seorang wanita. Fotokopi tersebut telah disesuaikan dengan asliny.
telah dinazegelen serta diberi meterai secukupnya. Berdasarkan ketentuan
pasal 1 angka (1) dan pasal 5 angka (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahu
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengar
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti Foto tersebut termasuk salah satt
bukti elektronik telah memenuhi syarat formil alat bukti. Bukti diajukan ui
membuktikandalil Termohon yang menyatakanbahwa Pemohon telah
selingkuh, akan tetapi Pemohon membantahdan menyatakan bahwa
perempuan dalam foto tersebut adalah teman Pemohon dan sekarang tema
tersebut telah menikah, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.17
tidak memenuhi syarat materil pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi 1 Termohon sudah dewasa, berakal sehat,
dan sebelum memberikanketerangannyaelah disumpahterlebihdahulu,
sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam /Pasal 172 a\
(1) R.Bg. Namun demikian keterangan saksi 1 Termohon mengenai
pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang tidak dilit
sendiri/didengar sendiri/dialami sentdisiifionium de auditu ), oleh karena itu
keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur
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dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut harus

dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Termohon mengenai pisah
rumah antara Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung selama 8
(delapan) tahun dan selama berpisah tidak pernah bersatu kembali, adalal
fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan deng
dalil jawaban Termohon, oleh karena itu keterangansaksi tersebuttelah
memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg
sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan daj
diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Termohon, sudah dewasa, berakal sehat,
dan sebelum memberikanketerangannyatelah disumpahterlebihdahulu,
sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam /Pasal 172 a\
(1) R.Bg. Keterangansaksi 2 Termohon mengenaipertengkaranantara
Pemohon dan Termohon serta antara Pemohon dan Termoohn telah pisah
rumah dan tidak pernah bersatu kembali disebabkan oleh Termohon mengusir
Pemohon keluar dari rumah yang mana Saksi melihat Termohon membuan
pakaian Pemohon keluar dari rumah adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar
sendiri/dialamisendiri, oleh karena itu keterangansaksi tersebut telah
memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga
keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterin
sebagai bukti;

Menimbang,bahwa berdasarkanpengakuanTermohon, bukti-bukti
yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon terbukti fakta-fakta sebag:
berikut:

1. Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 12
Oktober 2009 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan
Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal;

2. Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama pertama kali di
rumah orang tua Pemohon di Desa Batang Gadis, kemudian pindah ke
rumah kontrakan di Keluarahan Sipolu-polu;
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3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yan
bernama:

a. Anak Perempuanlahir 07 Agustus 2010, umur 10 tahun;
b. Anak laki-lakilahir 03 Oktober 2011, umur 9 tahun;

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik
saja, akan tetapi setelah itu terjadi perselisihan dan pertengkaran antal
Pemohon dan Termohon yang menyebabkanantara Pemohon dan
Termohon pisah rumah selama 8 (delapan) tahun;

5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan,akan tetapi tidak
berhasil;

Menimbang, bahwderdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat
disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri sah dan belum pernah
bercerai;

2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki 2 (dua) orang anak yanc
bernama:

a. Anak Perempuanlahir 07 Agustus 2010, umur 10 tahun;
b. Anak laki-lakilahir 03 Oktober 2011, umur 9 tahun;

3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah
selama 8 (delapan) tahun;

4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah di damaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang,bahwa berdasarkanfakta-faktatersebutdi atas yang
didukung oleh keterangan saksi-saksi Pemohon maupun Termohon yang
saling bersesuaian antara satu dengan lainnya serta fakta dipersidangan telah
menunjukkan kepada kebenaran adanya perselisihan dan pertengkaran yar
terus menerus antara Pemohon dan Termohon. Oleh karenanya Majelis Hakim
menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon“sudah pecah”

(broken marriage) sehingga antara Pemohon dan Termohon sangat sulit untuk

dipersatukan kembali, karena kasih sayang diantara keduanya telah sirna. Hal

ini terlihat dari fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah
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sekitar satu tahun lamanya hingga sekarang tidak bersatu lagi dalam rumr
tangga;

Menimbang, bahwa meskipun para saksi tidak mengetahuipasti
penyebabperselisihandan pertengkararentara Pemohon dan Termohon,
maka dalam hal ini Majelis Hakim cukup mempedomaniYurisprudensi
Mahkamah Agung Rl Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang
menyatakanKéterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai yang hanya
menerangkan suatu akibat hukum (Rechts Gevolg) mempunyai kekuatan
hukum sebagai dalil pembuktian.”

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut ditambah lagi sikap Pemohol
yang berkeinginan kuat untuk bercerai dengan Termohon, telah memberik
petunjukyang kuat bagi Majelis Hakim akan sulit untuk mempersatukan
kembali Pemohon dan Termohon serta sudah tidak ada harapan bagi keduanya
dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah dalam rangka untuk
mewujudkan kehidupan rumah tangga sghingh, mawaddah danrahmah
serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang dikehendaki oleh
pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Jo. pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974,
hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT. di dalam Al-Qur'an surat ar-Ru
ayat 21:

oz ol 98] 15331 Al 1% w80 Gl 3 asnls
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Artinya “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa
tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang,
sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi
kaum yang berfikir"”.
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Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga dimana kebahagian
dan ketentraman yang menjadi tujuan dari perkawinan tersebut tidak mungkin
dapat tercapai dan terwujud lagi, dan yang timbul hanyalah perselisihan yang
terus memuncakdi antara kedua belah pihak, maka untuk menghindari
kemudharatan yang lebih parah, hukum memberikan jalan keluar sebagai pintu
dharurat, yaitu melalui perceraian, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT. di

dalam Al-Qur’an surat al-Bagarah ayat 229 :

n ¢ BT |i 6B [B8sOWAB BosRs=sA ©U9%

Artinya {Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, maka suami boleh
rujuk dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik”.;
Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat demi kepentingan dan
kemaslahatan bagi kedua belah pihak serta untuk mencegahihkeat-an
yang lebih besar dan berkepanjanganbagi kedua belah pihak maka
memisahkan Pemohon dan Termohon adalah lebih baik, sesuai dengan pasal
131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam giidah ushul yang berbunyi;

(VF sy Al e Ll )

Artinya: “Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendapatkan
kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas,
maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat membuktikan alasan
permohonannyauntuk bercerai berdasarkanpasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,
dipandang telah terpenuhi, serta sejalan dengan pasal 39 ayat (1) dan (2
Undang-undang No.1 Tahun 1974 Jis. pasal 18 Peraturan Pemerintah No.¢
Tahun 1975 dan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu
permohonan Pemohon untuk Menceraikan Termohon dengan menjatuhkan
talak satu raj’i menurut Majelis Hakim dapat dikabulkan;
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Menimbang, bahwa selama dalam perkawinanantara Pemohon
dengan Termohon belum pernah terjadi perceraian, maka talak yang terj:
adalah talak satu;

Menimbang,bahwa perceraianantara Pemohon dan Termohon
merupakan perceraian yang terjadi karena talak sebagaimana maks
pasal 114 Kompilasi Hukum Islam dan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama
sebagaimana maksud Pasal 131 ayat (2), maka talak antara Pemohon dan
Termohon adalah talak raj’i sebagaimanyang tercantum dalam amar
putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak
dimana Pemohon baru diberi izin untuk menjatuhkantalaknya, maka
berdasarkan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5
bulan 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009, bahwa Hakim membuat penetapan yang isinya menyatakan
perkawinanantara Pemohon dengan Termohon putus sejak ikrar talak
diucapkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugat balik Penggugat telah diajukan bersama-
sama dengan jawaban Penggugat/Termohon terhadap permohonan konvensi
Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, maka secara formil hal tersebut
telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 158 RBg jo. Pasal 86 Ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan
Undang-UndangNomor 5 bulan 2006 dan perubahankeduanyadengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sdéiaijuga untuk menerapkan
asas sederhana, cepat dan biaya ringan, maka gugatan Penggugat patut
dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkandalam
konvensi yang ada kaitannya dengan dianggap telah termuat dalam
pertimbangan;
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Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan rekonvensi
dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- Bila memang perceraian ini adalah solusi terbaik, mohon kiranya Majel
Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan hak Penggugat dan kedua
anak Penggugat dan Tergugat antara lain:

a. Nafkah Iddah sebesar Rp. 7.500.00julf juta lima ratus ribu rupiah);

b. Nafkah lampau, karena selama januari 2013 sampai dengan sekaran
(bulan agustus) tahun 2020 Tergugat tidak pernah memberiuang
belanja, pendidikan dan juga kesehatan kepada Penggugat maupun
anak-anak, untuk itu Penggugat meminta Rp.3.000.000,- X 92 bulan =
Rp. 276.000.000,dya ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

c. Kiswah, Penggugat meminta baju seharga Rp. 500.000,-; (satu pasang);

d. Mut’ah, Penggugat meminta emas seberat 10 Ameh;

e. Nafkah Anak: Biaya pendidikandan kesehatan anak, Penggugat
meminta nafkah anak sebesar Rp. 3.000.0@@a juta rupiah) untuk 2
(dua) orang anak setiap bulannyadan disesuaikandengan tingkat
kebutuhan anak ketika pendidikan terus berlanjut;

f. Penggugat meminta uang mahar kepada Pemohon sebesar
Rp.8.000.000,- karena uang tersebut dipakai Tergugat untuk pesta di
rumah orang tua Tergugat pada saat kami menikah tahun 2009 dan
sampai saat ini belum dikembalikam pemohon;

g. Hutang Tergugat kepada Penggugat 2 buah kaplingan rumah. Kavlingan
tersebut di bagi 2 menjadi 1 buah untuk Tergugat dan 1 lagi buat
Penggugat, dan kavlingan untuk Penggugat belum ada diganti Tergugat
kepada Penggugatsampai saat ini. Untuk itu, Penggugat meminta
kavlingan itu dikembalikan kepada Penggugat;

h. Hutang Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 3.200.000,-, Untuk
pembayaran ongkos anak Tergugat dan Penggugat ke sekolah. Tergugat
baru membayar3 bulan sebesar Rp. 400.000,-x 3 bulan = Rp.
1.200.000,-, sisa hutang selama 9 bulan menjadi Rp. 400.000,- x 9 bulan
= Rp. 3.200.000,-
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Menimbang, bahwa terhadap tuntuntan Penggugat, Tergugat
memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terhadap Nafkah Iddah yang dituntutoleh Penggugat Sebesar Rp.
7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah), yang dapat Tergugat penuhi
hanya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

2. Terhadap nafkah lampau, dapat Tergugat jawab bahwa oleh karena
Penggugat yang mengusir Tergugat dari kediaman bersama, bagaimana
Penggugat menuntut nafkah, dan sejak berpisah rumah Tergugat dan
Penggugattidak lagi rukun sebagamanalayaknyasuami istri, namun
demikian Tergugat selama ini sering mengirim belanja melalui transfer Bank
kepada Penggugat sesuai kesanggupan Tergugat karena rasa
tanggungjawab terhadap anak-anak. Terhadap tuntutan nafkah lampau ini
tidak dapat Tergugat penuhi;

3. Terhadap Kiswah, Penggugat meminta baju satu pasang seharga Rp.
500.000,- dapat Tergugat sanggupi;

4. Terhadap Mut’ah, termohon meminta emas seberat 10 (sepuluh) Ameh.
Dalam hal ini Tergugat tidak bisa menyanggupinya;

5. Terhadap biaya hidup dan biaya pendidikan anak-anak dapat Tergugat
jawab bahwa Tergugat bersedia agar anak-anak tinggal bersama Tergugat
agar Penggugat tidak terbebani biaya anak-anak, namun jika anak-anal
tetap dalam asuhan Penggugat maka Tergugat hanya menyanggupi biaya
anak-anak sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per anak per
bulan;

6. Terhadap Uang mahar sebagaimana disebutkan oleh Penggugat dapat
Tergugat jawab bahwa tidak ada uang mahar yang Tergugat pakai saa
pesta dirumah Tergugat, dan itu tidak benar adanya;

7. Terhadap Hutang Tergugat atas Kavlingan rumah dapat Tergugat jawab
bahwa tanah kavlingan tersebut merupakan harta bersama dan telah kami
jual bersama atas persetujuan bersama Tergugat dan Penggugat saat
menjual tanah kavlingantersebut.Sehingga tidak ada hutang piutang
kepada siapapun termasuk kepada Penggugat;
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8. Terhadap Hutang Tergugat kepada Penggugat atas ongkos anak-anak
pemohon kesekolah, dapat pemohon jawab bahwa biaya anak-anak
selama ini sering Tergugat kirimkan melalui transfer bank, dan Terguga
tidak pernah berhutang kepada Penggugat selama ini. Untuk hal ini ka
tidak mengakui adanya hutang pemohon kepada termohon.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat dalam rekonvensi,

Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Nafkah Iddah, Penggugat tetap meminta Rp. 7.500.000,-;

b. Nafkah Lampau. Penggugat tetap mengharapkan agar dipenuhi karena
walaupun sudah berpisah rumah, tidak tinggal bersama selama 8 tahu
bukankan saya dan anak-anak masih tanggungjawab Tergugat. Memang
benar Tergugat pernah mengirim uang beberapa kali untuk membeli b:
lebaran dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 sebesar Rp.
1.000.000,-dan terakhirtahun 2020 sebesar Rp. 1.500.000,-.Biaya
transport antar jemput anak-anak yang saya upahkan kepada orang lai
sebesar Rp. 400.000,- berjumlah Rp. 1.200.000,-. Jadi uang dikirimkan
Tergugat selama 8 tahun ini adalah = 8 jutaan;

c. Kiswah. Penggugat tetap pada jawaban pertama sebesar Rp. 500.000,-
(satu pasangan);

d. Mut'ah. Penggugat tetap pada jawaban pertama meminta emas seberat 10
Ameh;

e. Nafkah Anak. Biaya hidup dan dan biaya pendidikan anak-anak, Penggugat
serahkan kepada Majelis Hakim yang mulia. Berapa layaknya dan
sepantasnya dengan kondisi kebutuhan pendidikan saat ini. Mengingat
anak-anak sudah bersekolah di MI Model Panyabungan Aek Galoga Kelas
6 dan Kelas 4, sebentar lagi sudah memasuki tingkat yang lebih lanju
Penggugat meminta anak-anak tetap bersama Penggugat dan tidak merasa
terbebani. Sebagai orang tua Tergugat dan Penggugat tidak perlu salin
mempermasalahkan tinggal dengan siapa anak-anak karena anak-anak
adalah amanah dari Allah SWT. Keputusan nafkah biaya hidup dan biaya
pendidikan anak-anak kami minta dan serahkan pertimbangan dari Majelis

Hakim;
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f. Uang Mahar Penggugat. Uang mahar sebesar Rp. 8.000.000,-tetap
Tergugat minta, karena itu hak saya dunia akhirat, terlepas Tergugat tidak
mengakui kebenaran uang tersebut dipakai untuk keperluaan pesta di
rumah orang tua Tergugat dan saya tidak dapat membuktikannya kare
perjalanan rumah tangga ini akan berakhir seperti ini jadinya;

g. Kavlingan Rumah. Memang benar kavlingan rumah itu harta bersama,
dijual atas persetujuan bersama yang uangnya digunakan sebagai mod
usaha Tergugatdi daerahBogor. Adapunsaya minta diganti buah
kavlingan hanya untuk anak-anak dan dibuat surtanya atas nama anak
anak. Karena itu perjanjian dan kesepakatan kami ketika menjual kavlingan
tersebut. Juga alasan Tergugat mencabut permohonan perceraian yang
diajukan pada tahun 2013 dan hendak memperbaiki hubungan rumah
tangga kami;

h. Untuk biaya transport anak-anak sekolah sudah ditetapkan di depan majelis
hakim yang mulia ini sudah termasuk di dalam poin yang kedua.

Menimbang,bahwa terhadap replik dalam rekonvensiPenggugat,

Tergugat mengajukan duplik dalam rekonvensi sebagai berikut:

1. Terhadap Nafkah Iddah yang dituntut oleh Penggugat tetap Sebesar Rg
7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang dapat Tergugat peni
tetap hanya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

2. Terhadap nafkah lampau, sebelumnyadalam jawaban Penggugat
mengatakan tidak pernah mengirim nafkah untuk anak-anak, namun dalam
Dupliknya Penggugat telah mengakuiada menerimaRp. 8.000.000,-
(delapan juta rupiah), dalam hal ini Penggugat tidak jujur mengakui bahwa
Tergugat sering mengirim nafkah anak kepada Penggugat dan uang yang
dikirim Tergugat kepada Penggugat lebih dari Rp. 8.000.000,- (delapan juta
rupiah);

3. Terhadap Kiswah, Penggugat meminta baju satu pasang seharga Rp.
500.000,- dapat Tergugat sanggupi;

4. Terhadap Mut'ah, Penggugat meminta emas seberat 10 (sepuluh) Ametl
Dalam hal ini Tergugat tidak bisa menyanggupinya, karena tidak memi
uang yang cukup;
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5. Terhadap biaya hidup dan biaya pendidikan anak-anak dapat Tergugat
sanggupi hanya sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per anak per
bulan. Oleh karena Penggugat sebagai ibu kandung anak-anakyang
berstatus PNS, mempunyai penghasilan lebih besar dari Tergugat, tentunya
dapat menambah biaya belanja anak-anak sehari-hari;

6. Terhadap Uang mahar sebagaimana disebutkan oleh Penggugat dapat
Tergugat jawab bahwa tidak ada uang mahar yang Tergugat pakai saa
pesta dirumah Tergugat, dan itu tidak benar adanya;

7. Terhadap Kavlingan rumah, oleh karena Penggugat telah mengakui bahwa
kavlingan tersebut dijual atas persetujuan bersama antara Tergugat dai
Penggugat maka tidak ada lagi persoalan. Jika permintaan Penggugat agar
Tergugat mengganti satu kavlingan untuk anak-anak, saat ini belum dapat
Tergugat penuhi karena Tergugat belum memiliki uang untuk itu. Dan
tanggungjawab terhadap anak-anak dan masa depan mereka, Tergugat
berupaya semampu Tergugat agar anak-anak punya masa depan yang
baik.

Menimbang, bahwa dalam tahap jawaban menjawab dalam
rekonvensi, Tergugat dalam jawabannyapertama kali dalam rekonvensi
menuntut agar anak ditetapkan dalam asuhan Tergugat. Selanjutnya
Penggugat juga dalam repliknya menunut hak asuh anak dan seterusnya dalam
duplik rekonvensi Tergugat kembali menuntut hak asuh anak, maka majeli
akan mempertimbangkan hal tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan adanya tuntutan mengenai hak asuh anak
yang disampaikanoleh Tergugat dalam jawaban dalam rekonvensi,yang
berarti ada tuntutan balik atas tuntutan balik (re-rekonvensi), Mejelis Hakil
menilai bahwa tuntutan yang tidaklah sesuai dengan ketentuan pasal 158 RBg,
yang mana hak rekonvensi hanya diberikan secara limitatif kepada
Tergugat/Termohon asal dalam hal ini Penggugat sedangkan dalam
rekonvensinya Penggugat tidak menuntut hak asuh anak dan baru menyatakan
menuntut anak pada tahapan replik dalam rekonvensi, disamping itu tuntt
Tergugat tersebut termasuk dalam perubahan dalam gugatan asal yang tic
sesuai dengan ketentuan pasal 127 Rv, sehingga Majelis Hakim berpendapat
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bahwa tuntutan mengenai hak asuh anak yang diajukan oleh Tergugat maupun
Penggugat tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah terhadap dalil-dalil gugatan
Penggugat. Oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikandalil-dalinya Penggugat
Rekonvensi telah mengajukan bukti T. 3 sampai dengan T.11 dan T.15, T.16
dan T.18, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.3 adalah bukti tertulis berupa fotokopi
kwitansi pembayaran rumah kontrakan yang dibayar oleh Penggugat kepac
pemilik rumah yang bernama Basir Efendi tahun 2013 sejumlah Rp. 3.500.000,-
(tiga juga lima ratus ribu rupiah). Bukti tersebut bermeterai cukupazkgelen,
dan cocok dengan aslinya, namun bukti tersebut tidak berkaitan langsung
mengenai dalil Penggugat tentang nafkah lampau, sehingga majelis hakim
berpendapat butki tersebut hanya sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti T.4 sampai T.11 berupa fotokopi surat dari
Sekolah anak-anak Penggugat dan Tergugat yang isinya menerangkan bahwa
biaya sekolah anak-anak Penggugat dan Tergugat yang telah dikeluarkan
adalah sebesar Rp. 10.971.000seplluh juta sembilan ratus ribu rupiah)
bermeterai cukup, rdizegelen, meskipun bukti tersebut tidak dibantah oleh
Tergugat, namun secara materiil tidak dapat membuktikan apakah Terguga
melalaikan kewajibannya sebagai suami terhadap nafkah masa lalu Penggugat
selama berpisah, justru bukti tersebut hanya memberikan gambaran kedeg
besaran biaya pendidikan anak-anak Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu
Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut hanya sebatas bukti permulaan;

Menimbang,bahwa bukti T.15 berupa Fotokopi Surat Penetapan
Rekening Kredit tanggal 16 Juni 2020 yang dikeluarkanoleh PJS Wakil
Pimpinan Cabang Bank Sumut bermeterai cukupazeljelen, dan cocok
dengan aslinya yang isinya menerangkan bahwa Termohon menerima Kred
dari Bank Sumut sebesar Rp. 135.000.0886yatUs tiga puluh lima juta rupiah)
dalam jangka waktu 84 bulan. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat
sehingga memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga bukti tersebut
mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;
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Menimbang,bahwa bukti T.16 berupa Printout hasil screenshoot
berserta foto kendaraan roda 4 (empat) jenis Toyota Rush dengan Nomor Polisi
B 1441 ERQ tahun 2019 atas nama Salminah Nasution. Bukti tersebut
bermeterai cukup, dézegelen, dan cocok dengan aslinya. Bukti tersebut
dibantaholeh Tergugat dan tidak mendukungterhadapdalil-dalilgugatan
Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapatbukit tersebut harus
dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.18 berupa Print Out Foto warung beras
serta screenshoot google maps yang isinya menerangkan bahwa warung beras
tersebut adalah milik Pemohon. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya
ternyatasesuai, telah dinazeglenserta diberi meterai secukupnya.Bukti
tersebut tidak dibantah oleh Tergugat sehingga memenuhi syarat formil ¢
materiil, sehingga bukti tersebut mempunyaikekuatan pembuktianyang
sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, mempunyaihubungan
keluarga dengan Penggugat yaitu sebagai Ibu Kandung Penggugat, meskipun
sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, akan tetapi tidak
memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. sehingga
keterangan Saksi 1 Penggugat sepanjang tentang dalil-dalil rekonvensi har
dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, tidak mempunyai hubungai
keluarga dan pekerjaan dengan Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan
sudah disumpah, sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagaimana
diatur dalam Pasal 172 R.Bg, namun saksi 2 Penggugat tidak mengetahu
tentang nafkah lampau Penggugat selama pisah dengan Tergugat, tidak
mengetahui perihal hutang mahar seperti yang didalilkan oleh Penggugat serta
dalil-dalil rekonvensi lainnya, sehingga Saksi 2 Penggugat tidak memenuhi
syarat materill pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya
Tergugat mengajukan bukti surat P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa 1) Fotokopi Slip Setoran Bank:
tanggal 12/12/2015sebesar Rp. 50.000.000,{lima puluh juta rupiah); 2)
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Fotokopi Slip Setoran Bank tanggal 01-12-2015 sebesar Rp. 2.200.00., - (
juta dua ratus ribu rupiah ); 3) Fotokopi Slip Setoran Bank tanggal 29/03/2016
sebesar Rp. 1.000.000,satu juta rupiah). Bukti pengiriman uang tersebut
dikirim kepad| 3D pada Nomor Rekdi 2. 50.2.
bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya serta merupakan bukti otenti
Bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut telc
memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai
kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 2889
Pasal 1870 KUH;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa 1) Fotokopi Slip Setoran Bank
tanggal 09/02/2016 sebesar Rp. 500.000wa(ratus ribu rupiah ); 2) Fotokopi
Bukti Transfer via ATM tanggal 20 Mei 2016 sebesar Rp. 1.000.884, juta
rupiah); 3) Fotokopi Fotokopi Bukti Transfer via ATM tanggal 05 Oktober 2016
sebesar Rp. 900.000,sémbilan ratus ribu rupiah ); 4) Fotokopi Fotokopi Bukti
Transfer via ATM tanggal 02/05/2018 sebesar Rp. 500i880ratus ribu
rupiah); 5) Fotokopi Bukti Transfer via ATM tanggal 31/12/2015 sebesar Rp
250.000,-dua ratus lima puluh ribu rupiah. Bukti pengiriman uang tersebut
dikirim kepad D pada Nomor Rek{di 2 .50.2.
Fotokopi tersebuttelah disesuaikandengan aslinya ternyatasesuai, telah
dinazeglen dan diberi meterai secukupnya serta merupakan bukti otentik. Bukti
tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut telah
memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai
kekuatan pembuktian yang sempurna, sesuai Pasal 285juRcBy Pasal
1870 KUH;

Menimbang, bahwa saksi 1 Tergugat, sudah dewasa, berakal sehat,
dan sudah disumpah, dan bukan orang yang dilarang menjadi Saksi, sehingga
saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal
172 R.Bg. Keterangan saksi 1 Tergugat yang menyatakan bahwa Terguga
tetap memberikan nafkah kepada Penggugat setelah pisah tempat tinggal akan
tetapi tidak tahu besaranya, Saksi mengetahuibahwa Tergugat adalah
pedagang sembako di Bogor adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar
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sendiri/dialami sendiri sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi
syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.,

Menimbang, bahwa saksi 2 Tergugat, tidak mempunyai hubungan
keluarga dan pekerjaan dengan Tergugat, sudah dewasa, berakal sehat, da
sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam
Pasal 172 R.Bg. Namun demikian keterangansaksi 2 Tergugat tidak
mengetahui apakah selama berpisah Tergugat tetap mengirimkan uang belanja
untuk Penggugat atau tidak, sehingga keterangan Saksi 2 Tergugat tidak
memenuhi syarat materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa dengan demikian bukti tertulis dan bukti saksi
Penggugat mengenai dalil Penggugat tentang nafkah lampau dapat
dilumpuhkan oleh bukti surat P.2 dan P.3 serta dikuatkan oleh keterangan
Saksi 1 Tergugat;

Menimbang,bahwa berdasarkanpengakuanTergugat, pengakuan
Penggugat dalam replik rekonvensi, bukti-buktiyang telah diajukan oleh
Penggugat dan Tergugat, dapat ditarik fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 8 (delapan)
tahun;

2. Bahwa Penggugatdan Tergugat telah memiliki2 (dua) orang anak,
bernama:
a. Anak Perempuan, Perempuan, lahir 7 Agustus 2010;
b. Anak laki-laki, Laki-laki, lahir 3 Oktober 2011;
Sekarang berada dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa selama pisah Tergugat telah mengirim nafkah kepada Pengguga
sejumlah Rp. 55.850.000ima( puluh lima juta delapan ratus lima puluh
ribu rupiah) di tambah Rp. 8.000.00dklagan juta rupiah berdasarkan
pengakuan Penggugat;
Bahwa Tergugat adalah Pedagang Sembako di Bogor;

5. Penggugat dalam keadaan memiliki hutang di Bank Sumut senilai Rp.
135.000.000,sératus tiga puluh lima juta rupiah ) dalam jangka waktu 84
bulan;
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Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat

disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki2 (dua) orang anak,
bernama:
a. Anak Perempuan, Perempuan, lahir 7 Agustus 2010;
b. Anak laki-laki, Laki-laki, lahir 3 Oktober 2011;
Berada dalam asuhan Penggugat;
2. Bahwa selama pisah Tergugat tetap menafkahi Penggugat;
3. Bahwa Tergugat bekerja sebagai Pedagang Sembako di Bogor;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan
mempertimbangkan tentang tuntutan Penggugat satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut hak-haknya pasca perceraian
berupa, Nafkah Iddah, Nafkah Madhiyah (lampau), Kiswah dan Mut’ah sert
biaya pemeliharaan anak;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat
dapat dikabulkan atau tidak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebag:
berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan firman Allah SWT dalam Al-Qur’an
surat Al-Bagarah ayat 229 dan ketentuan yang terdapat dalam pasal 41 huruf
(c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (a) dan (b) dan
Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama dapat
menetapkankewajiban bagi suami sebagai akibat dari perceraianuntuk
memberikan nafkah iddah, kiswah, maskan dan mut’ah kepada isteri yang
diceraikan selama masa iddah hal tersebut senada dengan pendapat ulanm
dalam Kitab Al Muhadzdzab juz Il halaman 176 yang diambil alih menjadi
pendapat Majelis Hakim yaitépabila suami mencerai isteri sesudah dukhul
dengan talak raj'i, maka isteri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah
semasa iddah”.

Menimbang,berdasarkanketentuanSEMA Nomor 3 Tahun 2018
tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar bahwa dalam menetapkan
nafkah selama masa Iddah hakim harus mempertimbangkan rasa keadilan dan
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kepatutan dengan menggali kemampuan suami dan kebutuhan dasar isteri
maka Majelis Hakim akan memberi pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntuthaknya berupa nafkah
selama iddah sebesar Rp. 7.500.00Gujuh juta lima ratus ribu rupiah ), akan
tetapi Tergugat hanya bersedia membayar sebesar Rp. 3.00§2a06a- (
rupiah), maka Majelis Hakim akan mempertimbang nafkah iddah Penggug:
sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan standar biaya yang dibutuhkan untuk
memenuhi kebutuhan makan dan minum seorang menurut kebiasaan yanc
berlaku di tengah masyarakat adalah Rp. 50.0@8,pd{luh ribu rupiah),
dihubungkan dengan kemampuan Tergugat sebagai Pedagang sembako di
daerah Bogor, Majelis Hakim berpendapat bahwa nafkah iddah yang harus
dibayar oleh Tergugat sebesar Rp.50.000,-x 90 hari (3 bulan) = Rp.
4.500.000,-empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa, Penggugat menuntut nafkah lampau senilai Rp.
276.000.000,-dga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah ) sejak tahun 2013
sampai Agustus tahun 2020, akan tetapi Tergugat menolak untuk
membayarkannyadengan alasan Tergugat tidak pernah melalaikan
kewajibannyasebagai suami, dihubungandengan fakta bahwa memang
Tergugat tetap memberikan nafkah selama pisah dan pengakuan Penggug:
sendiri di dalam replik rekonvensi serta tak satupun bukti-bukti yang diajuk
oleh Penggugat dapat menguatkan dalil-dalil Penggugat, justru sebaliknya
Tergugatlah yang dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya, maka Majelis
Hakim berpendapat bahwa tuntutan nafkah lampau sudah sepatutnya untuk di
tolak;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut kiswah senilai Rp. 500.000,-
(lima ratus ribu rupial, sedangkan Tergugat menyanggupinya, maka Majelis
Hakim berpendapat bahwa kiswah yang harus dibayar oleh Tergugat adale
sebesar Rp. 500.000 Jinfa ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Mut’ah berupa emas seberat
10 Ameh (1 Ameh= 2,5 gr) sedangkan Tergugat menyatakan tidak sanggt
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untuk memenuhinya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut
sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkanfakta, Penggugat dan Tergugat
menikah pada tahun 2009 dan telah memiliki 2 (dua) orang anak, meskig
selama 8 tahun terkakhir Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama la
namun selama itupula antara antara Penggugat dan Tergugat masih berstatus
sebagai suami isteri, maka sudah selayaknya sebagai penghibur bagi seorang
wanita yang akan diceraikan oleh suaminya diberikan kenang-kenangan;

Menimbang, berdasarkan fakta bahwa Tergugat mempunyai
penghasilan sebagai Pedangan sembako di Bogor meskipun tidak diketahu
berapa penghasilannya dan telah berumah tangga dengan Penggugat sert:
memiliki 2 (dua) orang anak, maka Majelis Hakim berpendapat Mut'ah yal
layak dan harus diberikan oleh Tergugat adalah perhiasan emas seberat 2
Ameh;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah anak sebesar Rp.
3.000.000,-untuk 2 (dua) orang anak termasukdidalamnyauntuk biaya
pendidikan dan kesehatan anak, namun Tergugat hanya bersedia memberikan
nafkah anak sebesar Rp. 500.000ima( ratus ribu rupiah) untuk masing-
masing anak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkatebih lanjut
sebagai berikut:

Menimbang bahwa apabila terjadi Perceraian antara suami dan istri
maka suami bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan anak hinge
anak tersebut dewasa atau mandiri. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasc
41huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal
105 huruf (c) Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Huki
Islam;

Menimbangbahwa untuk menjaminkehidupanterbaik bagi anak
sesuai dengan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dengan Undan
Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2016, maka menjadi kewajibanayah kandungin casu
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Tergugat untuk memberikan dukungan finansial yang memenuhi kebutuhan
hidup minimum, kepatutan dan keadilan;

Menimbang bahwa untuk mewujudkankepastian terhadap biaya
pemeliharaan anak yang berada dalam asuhan Penggugat, maka Majelis
Hakim berpendapat perlu ditetapkan biaya pemeliharaan anak tersebut setiap
bulannya dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, untuk menjamin terpenuhikebutuhan dasar berupa
Makan dan Minum 2 (dua) orang Anak Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim
berpendapat biaya yang dibutuhkan dan layak untuk memenuhi kebutuhc
dasar berupa makan dan minum 2 (dua) orang anak sebesar Rp. 1.500.000,-
(satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mengimbangi inflasi dan
mempertahankan nilai harga besaran nafkah anak Penggugat dan Tergugatl
Maka Majelis Hakim menetapkan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen)
setiap tahun sebagaimanaSEMA RI Nomor 03 tahun 2015 angka 14
tentang pemberlakuanrumusan kamar agama tahun 2015, di luar biaya
pendidikan dan kesehatan;

Menimbang,bahwa penetepanbiaya nafkah anak tersebutuntuk
memenuhi kebutuhan dasar berupa makan dan minum, sehingga segala biaya
yang timbul diluar hal tersebut seperti biaya kesehatan, pendidikan dan lainnya
untuk kepentingan anak tetap menjadi beban dan tanggungjawab Tergugat
sebagai Ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat membayar
hutang mahar sebesar Rp.8.000.000,- akan tetapi Tergugat menolak denge
alasan Tergugat tidak pernah meminjammahar kepada Penggugat,maka
Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil-dalil Penggugat tentang
Hutang Mahar, serta bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak man
membuktikan kebenaran dalil-dalil tersebut, sehingga Majelis Hakim
berpendapat bahwa tuntutan Penggugat tentang hutang mahar tidak dapa
dikabulkan;
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Menimbang, bahwa Penggugat menuntut pembayaran hutang berupa 1
(satu) kavling tanah kepada Tergugat, namun dalam jawabannya Tergugat
menolak dengan alasan, bahwa penjualan tanah tersebut sudah disetujui oleh
Penggugat sendiri, kemudian dalam replik dalam rekonvensi Penggugat
mengakui persetujuan tersebut serta tak satupun bukti yang dapat menguatkan
dalil-dalil Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapatbahwa tuntutan
Penggugat tidak dapat dikabulkan;
Menimbang, bahwa untuk memenuhi hak-hak perempuan terhadap
hukum sebagaimanamaksud Perma Nomor 5 bulan 2017 dan amanat
SEMA Rl nomor 1 tahun 2017 angka 1 tentang pemberlakuan hasil kamar
agama tahun 2017 maka Majelis Hakim berpendapatperlu menghukum
Tergugat untuk membayar kewajiban tersebut sebelum ikrar talak
dilaksanakan sebagaimana dalam amar putusan ini;
Dalam Konvensi dan Rekonvensi
Menimbang,bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang
perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahu
1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam konvensi
maupun rekonvensi dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat
Rekonvensi;
Mengingat,semua pasal dalam peraturanperundang-undangadan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI:
Dalam Konvensi:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (NN . tuk
menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termdi Rt Suaib

) dihadapan sidang Pengadilan Agama Panyabungan;
Dalam Rekonvensi:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan Tergugat untuk membayar:
a. Nafkah lddah sebesar Rp. 4.500.008mgdat juta lima ratus ribu rupiah)
selama masa lddah;
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b. Kiswah sebesar Rp. 500.00Qimé& ratus ribu rupiah);
c. Mut'ah berupa emas seberat 2 Ameh;

3. Menetapkan Tergugat untuk membayar nafkah anak yang bernama Ane
Perempuan lahir 7 Agustus 2010 dan Anak laki-lakilahir 03 Oktober 2011
kepada Penggugatsebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu
rupiah) setiap bulannya dengan kanaikan 10% setiap pergantian tahun ¢
luar biaya pendidikan dan kesehatan anak;

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kewajiban sebagaiman
pada angka 2 dan 3 bulan pertama, sesaat sebelum ikrar talak di ucapkan;

5. Menolak guugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon/Tergugat untuk membayar biaya perkar

sejumlah Rp. 316.000,0y4 ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Nurlaini M
Siregar, S.H.l sebagai Ketua Majelis, Muhammad Fadli, S.H.I dan Abdul Azis
Alhamid, S.H.I masing-masingsebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Kef
Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rivi
Hamdani Lubis, SHI sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon
Konvensi/Tergugat Rekonvensi/kuasanya dan Termohon Konvensi/Penggugat

Rekonvensi;
Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Muhammad Fadli, S.H.I Nurlaini M Siregar, S.H.I

Hakim Anggota,

Abdul Azis Alhamid, S.H.I
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Perincian biaya :

Pendaftaran
Proses
Panggilan
PNBP
Redaksi
Meterai
Jumlah

Panitera Pengganti,

Rivi Hamdani Lubis, SHI

Rp. 30.000,00
Rp. 50.000,00
Rp. 200.000,00
Rp. 20.000,00
Rp. 10.000,00
Rp. 6.000,00
Rp316.000,00

( tiga ratus enam belas ribu rupiah )

Disclaimer
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